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Abstrak
Tujuan dari pengabdian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan self-assessment system dalam pembuatan Faktur Pajak Keluaran melalui aplikasi e-Faktur dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mempermudah administrasi perpajakan, serta mendukung efektivitas pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengabdian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat, kendala, serta dampak dari penggunaan e-Faktur dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara mandiri oleh Wajib Pajak, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas implementasi sistem ini dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa penerapan self-assessment system dalam pembuatan Faktur Pajak Keluaran melalui aplikasi e-Faktur memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan, baik dari sisi kepatuhan perpajakan maupun efisiensi operasional. Dampaknya, perusahaan menjadi lebih patuh terhadap peraturan perpajakan karena semua transaksi tercatat secara digital dan dapat diawasi langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini untuk meningkatkan citra perusahaan sebagai entitas yang taat pajak dan meminimalisasi risiko sanksi akibat keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan. Meskipun masih terdapat tantangan seperti kendala teknis pada sistem dan perlunya pelatihan bagi staf pajak internal, secara keseluruhan penerapan sistem ini mendorong efisiensi, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan pajak perusahaan.

Kata kunci: Faktur Pajak Keluaran, Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Self Assesment System

PENDAHULUAN

Sejarah pemungutan pajak telah mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan pada masyarakat dan negara itu sendiri, baik di bidang pemerintahan maupun sosial dan ekonomi (dalam Sinaga, 2017). Pada mulanya pajak belum merupakan satu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti: menjaga keamanan negara, menyediakan berbagai fasilitas umum masyarakat, membayar gaji pegawai negeri, dan sebagainya. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk natura maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang-orang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar uang ganti rugi. Besarnya pembayaran ganti rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan tersebut, yang seharusnya dilakukan sendiri oleh orang yang memiliki status sosial yang tinggi atau orang kaya tadi. (Nurmantu, 2003)
Setelah terbentuknya negara-negara nasional dan terjadi pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap di antara berbagai pendapatan negara. Dengan bertambah-luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. (Husna, Jamba and Arman, 2023)
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program pemerintah Indonesia, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan program vital lainnya yang sangat bergantung pada penerimaan pajak (dalam Korat & Munandar, 2025). Indonesia menganut system self assessment system dalam perpajakan, Dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sistem ini, menurut Waluyo (2007), memberi celah bagi kecenderungan wajib pajak untuk tidak melaporkan sebagian atau keseluruhan penghasilannya, menciptakan ruang bagi ketidakpatuhan. Tantangan pengawasan menjadi lebih kompleks terutama pada sektor informal yang sangat besar di Indonesia, yang seringkali tidak terdaftar dalam system pajak sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara sangat kecil.(Korat and Munandar, 2025)
Faktur pajak adalah bukti pungutan PPN dan dasar pengkreditan pajak masukan. Pengelolaan yang kurang tepat dapat menimbulkan sanksi dan kerugian bagi perusahaan.(Maria, Elim and Budiarso, 2018) Untuk mendukung pelaporan yang kurang tepat dapat menimbulkan sanksi dan kerugian bagi perusahaan. Untuk mendukung pelaporan, Direktur Jenderal Pajak menyediakan aplikasi coretax faktur. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi kendala seperti error sistem dan kesalahan input, yang menghambat kepatuhan pajak, terutama bagi perusahaan dengan transaksi tinggi seperti PT. IBS CONSULTING. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap pelaksanaan PPN dan penggunaan coretax Faktur agar pelaporan pajak lebi efektif dan sesuai aturan.
Sistem coretax, yang didirikan sejak 2018, Adalah inovasi besar dalam modernisasi admnistrasi perpajakan Indonesia. Dibuat untuk menggantikan sistem lama yang telah beroperasi sejak 2002, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan pajak (Deaa, 2025).
Dalam pembuatan e-faktur, terdapat sub menu yang dapat dipili ole wajib pajak baik itu membuat faktur biasa, atau dokumen lain. Bedanya faktur biasa dengan dokumen lain adala faktur biasa anya untuk persiapan pajak dalam negeri, sementara dokumen lain digunakan untuk transaksi ekspor dan impor.
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 mengatur Pembangunan coretax, yang menggunakan pendekatan commercial off-the-shelf, yang memungkinkan adopsi teknologi canggih yang telah teruji di berbagai negara. Diharapkan, dengan investasi sebesar 1,2 trilliun, coretax dapat mengotomisasi dan mendigitalisasi semua layanan perpajakan, memberikan akses langsung kepada wajib pajak, dan meningkatkan pengawasan hukum yang lebih adil dan akurat (Nurhaeni et al., 2025)
Proses administrasi perpajakan, khususnya pembuatan faktur pajak keluaran menggunakan sistem coretax bagian penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan dan memerlukan ketelitian, pemahaman regulasi perpajakan, serta penguasaan sistem coretax. Pembuatan Faktur Pajak melalui sistem coretax juga memiliki prosedur dan alur kerja yang perlu dipahami dengan baik oleh staf administrasi maupun pihak yang menangani perpajakan. Tujuan dari pengabdian ini adalah: 1) Mengetahui mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak keluaran PT UDAYANA PUTRA melalui sistem coretax, 2) Membandingkan praktik yang berlaku pada PT UDAYANA PUTRA dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

METODE
Pelaksanaan Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kantor konsultan pajak Inovatif Bisnis Solusi (IBS Consulting) yang beralamat di Komplek Pertokoan Rungkang Jangkuk, Jl. P. Diponegoro, Kelurahan Sayang – Sayang, Kota Mataram. Kegiatan yang dilakukan selama melakukan pengabdian adalah Rekapan Bukti Potong APM, Rekapan Faktur Masukan, Input Bukti Potong PPh 21, Rekapan Rekening Koran, Rekapan Bukti Bayar, Rekapan Biaya Belanja, Rekapan Laporan Keuangan, Rekapan Bukti Potong e-Bukpot PPh 23 dan Pembuatan faktur pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) memiliki kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan PPN/PPnBM. Ketentuan mengenai Faktur Pajak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-11/PJ/2022.
Kode transaksi merupakan bagian dari Faktur Pajak. Mengutip Pasal 5 PER-03/PJ/2022, kode transaksi merupakan salah satu keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak. Kode transaksi ini terletak pada kolom kode dan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP). Kode dan NSFP tersebut terdiri atas enam belas digit. Dua digit pertama adalah kode transaksi dan satu digit berikutnya adalah kode status Faktur Pajak, yaitu Faktur Pajak normal atau pengganti. Kemudian tiga belas digit berikutnya adalah NSFP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Perhitungan PPN menggunakan coretax adalah tahapan penghitungan, dan peluansan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di Indonesia melalui sistem coretax Administration System (CTAS) milik Direktorat Jenderal pajak (DJP). Sistem ini mendukung peningkatan efisiensi proses administrasi pajak, termasuk PPN. Tarif PPN merupakan jenis pajak tidak langsung karena PPN dibayar oleh pihak lain yang bukan wajib pajak. Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP), Tarif PPN naik menjadi 12% berlaku mulai 1 Januari 2025, berlaku untuk seluruh Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong mewah. Akan tetapi sebenarnya nilai PPN bagi BKP dan JKP yang tidak tergolong barang mewah, tidak naik, karena Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikenakan adalah 11/12 dari harga jual. Dengan demikian, masyarakat tetap merasakan beban yang setara atau sebanding dengan pengenaan tarif PPN 11% sebelumnya.
Pemungut PPN adalah pihak yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dari transaksi yang mereka lakukan, salah satunya adalah bendaharawan pemerintah. Pemungut atau pemotong PPN merupakan badan atau instansi yang ditunjuk oleh menteri keuangan yang memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPN berdasarkan PMK No. 8/PMK.03/2021, pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN meliputi:
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik yang bergerak di sektor jasa, manufaktur, perdagangan, maupun sektor lainnya.
2. BUMN yang telah direstrukturisasi oleh  pemerintah setelah 1 April 2015 melalui pengalihan sahaam milik negara kepada BUMN lain.
3. Perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham di atas 25% dan ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan.
PKP adalah pelaku usaha yang telah dikukuhkan oleh DJP sebagai PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). PKP wajib memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP, menerbitkan faktur pajak ke sistem coretax, serta melaporkan SPT masa PPN. Jika PKP rekanan menyerahkan BKP atau JKP kepada pemungut, maka pemungut PPN yang akan memungut PPN, bukan PKP rekanan. PKP rekanan tetap wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Tetapi pemungut PPN yang bertanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungut.
[bookmark: _Toc215994975][bookmark: _Toc215995035]Mekanisme pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui coretax
Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara yang diatur dengan Undang-Undang. Pembayaran PPN adalah tahapan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang ke kas negara oleh pihak yang wajib memungut PPN, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau pemungut PPN laain yang ditunjuk oleh DJP, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Sebelum melakukan pembayaran, wajib pajak perlu membuat faktur pajak. Batas pembuatan faktur pajak pada tanggal 15 bulan berikutnya sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-03/PJ/2022 s.t.t.d. PER-11/PJ/2022. Kegiatan pembuatan faktur pajak merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Pembuatan faktur pajak dilakukan apbila adanya transaksi beruoa pembayaran uang muka, pengiriman barang atau adanya pemenuhan atas pemesanan barang. Faktur pajak merupakan sebuah dokumen resmi yang dibuat atas penjualan. Sebelum tahun 2025 Faktur Pajak dibuat dengan cara menginput manual atau melakukan impor (dalam bentuk CSV) ke dalam aplikasi e-faktur versi 3.2. Dengan adanya transformasi peraturan perpajakan dan pembaharuan aplikasi dengan tujuan memajukan serta mempermudah adminsitrasi perpajakan bagi wajib pajak, pada awal tahun 2025 aplikasi coretax diluncurkan untuk menjadipengganti dari e-faktur , DJP online, web e-faktur,e-Nofa dan aplikasi pajak lainnya. Aplikasi ini menjadi satu kesatuan dari beberapa aplikasi atau web sebelumnya.
Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan hal yang dilakukan ketika telah selesai melakukan perhitungan PPN, yaitu selisih antara PPN keluaran-PPN masukan, jika PPN masukan lebih besar maka PKP memiliki kredit pajak dan mengkreditkannya ke masa pajak berikutnya atau dilakukan restitusi PPN. Namun jika hasilnya PPN keluaran lebih besar dibanding pajak masukan, maka PKP wajib menyetorkan PPN terutang tersebut ke kas negara. Pajak masukan dapat dikreditkan paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak dibuat, selama belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi. Pembayaran PPN harus dibayar paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum melakukan pelaporan. PKP yang terlambat membayar PPN akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pembayaran pajak dilakukan apabila status PPN adalah kurang bayar, pembayaran pajak dapat disetorkan melalui bank dengan menggunakan kode billing yang telah dibuat sebelumnya di aplikasi pajak.
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KESIMPULAN
Pengabdian ini membahas penerapan self assesment system dalam pembuatan faktur pajak keluaran melalui aplikasi e-faktur yang dikelola melalui PT IBS Consulting. Tujuan penerapan self-assessment system dalam pembuatan Faktur Pajak Keluaran melalui aplikasi e-Faktur yaitu untuk memberikan tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan jelas. Dengan sistem ini, Wajib Pajak diharapkan dapat lebih patuh dan mandiri dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sekaligus mendukung transparansi dan akurasi data melalui pencatatan digital yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, penggunaan e-Faktur mempercepat proses administrasi, mengurangi potensi kesalahan dan kecurangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan oleh otoritas pajak.
Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa penerapan self-assessment system dalam pembuatan Faktur Pajak Keluaran melalui aplikasi e-Faktur memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan, baik dari sisi kepatuhan perpajakan maupun efisiensi operasional. Dampaknya, perusahaan menjadi lebih patuh terhadap peraturan perpajakan karena semua transaksi tercatat secara digital dan dapat diawasi langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini untuk meningkatkan citra perusahaan sebagai entitas yang taat pajak dan meminimalisasi risiko sanksi akibat keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan. Meskipun masih terdapat tantangan seperti kendala teknis pada sistem dan perlunya pelatihan bagi staf pajak internal, secara keseluruhan penerapan sistem ini mendorong efisiensi, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan pajak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA
Agurahe, Y. (2019) ‘Evaluasi Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Berkarya Jaya Hasil Makmur’, Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7(1).
Aisya, A.R., Purwanti, T.H.N. and Kusrin, S.A. (2025) ‘Kajian Hukum Atas Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan Dalam Prespektif Keadilan Dan Kepatuhan Wajib Pajak’, Judge: Jurnal Hukum, 6(02), pp. 148–160.
Bense, B. (2015) ‘Perhitungan PPh Badan PT. X Berdasarkan Peraturan Perpajakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008/Brian Bense/38100044/Pembimbing: Vivi Adeyani Tandean’.
Deaa, D.F.N. (2025) ‘Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem CORETAX: Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025’, Jurnal Sosial-Politika, 6(1), pp. 21–37. Available at: https://doi.org/10.54144/JSP.V6I1.103.
Husna, L., Jamba, P. and Arman, Z. (2023) Hukum Pajak Indonesia. CV. Gita Lentera.
Korat, C. and Munandar, A. (2025) ‘Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia’, Jurnal Riset Akuntansi Politala, 8(1), pp. 16–29.
Maria, A., Elim, I. and Budiarso, N.S. (2018) ‘Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV. Wastu Citra Pratama’, Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(03).
Nurhaeni, D.F. et al. (2025) ‘Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem CORETAX: Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025’, Jurnal Sosial Politika (JSP), 6(1), pp. 20–36.
Nurmantu, S. (2003) Pengantar perpajakan. Yayasan Obor Indonesia.
Sinaga, N.A. (2017) ‘Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara’, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 8(1).
Trisna, D.P. (2019) ‘Analisis Yuridis Terhadap Warisan Yang Belum Terbagi Sebagai Subjek Pajak Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan’, Disertasi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara [Preprint].
UMAIROH, L. (2024) ‘ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. GADING INDO TEKSTIL TAHUN 2020-2022’. Universitas Narotama.

2

image2.png
r

BANK MAMDIRT
16109 110957

PRA/A5 2:46:53 |

PRVBAYARAN K012 PAJAK/PNBP/QIKAT

NIER TRANKSAKST

+ A7RH1A7511281ARATAANA

TAMTAL WAKTU TRANSAKST 2R/A1/2075 7-d6°53 Rd

SINFER DANA - oA

PENVEDTA JJASA * 517 — 50017 PAIK/RER/KAT

STATIS TRANSAKST © S

BKTT PENERTMAAN NEGARA + DENERTMAAN PAJAK

TANGRAL DAN JA RAYER < 2R/ /905 14°F0+d5

TANAL AKU - 28/11/205

KOO CARANG RANK - O

NTR " + 121308546047

NTPN + ADATRERA RAIRSE

STAN - RiGRAT

KOTE RILLING + Di1ARRAIAINALR

NP - 05AAA27AT731 400

N WAITR PAJAK < BT BiON MTTRA MAMDTRT

AUAMAT WAJTR PAJAK - \JL AHAD YANT PLA7A RANGNAN ND.RS. AT 00, P40

JMUAH DETTL B

LA SETORAN - - B 20.0M.00

MATA UANG <R

THRRILANG * 1A AILIH RTAT RBTAH

KETFRANGAN © THCRST THT HASTI (ETAK (YOS TTFR DEN TIDAK BEERIKA!
S Tagiua KETERAN WMTNAL TARTHAN aTA (A

® ToTAl 20M.00 TR

AMLAH TAGTHAN
ATMIN RANK
TOTAL BAYAR

- 20.000.00
- 0.00
s 20.000.00

Print cut ini adalah bukti namhavaran vang sah

Validasi Bank-

16109 16ING57 75 18 28/11/2025 2°45:A3 A 7114
CASH R0N12 PAJAK/RED/OLIKAT TIR 20.000.00 R
5112 - 0012 PAJAK/ANBR/GKAT TTR 70.000.00 (R
BILI REF 675516751 1281452153408

ABTMR CHARF TR 0.00

FFFFFF Q414A8AZ3NGN446 PENFRTMAAN PAJAK





image3.png
BANK MANDIRT 3 PRA1/2075
16109 1610957

PRBAYARAN 50012 PAJAK/PNRB/Q KAT

NIER TRAHKSAKST + ATRANTZH1ZR1ANNATTIAZ
TANTAL VAKTL TRANSAKST . 281172075 2:45:75 R4

SRR DANA : CasH

PENYEDTA JASA 42 - K012 PAMK/PED/T KAT
STATUS TRAMSAKST SKSS 7

RKTI PENERTMAAMN HEGARA PEMFRTMARN PAJAK

TANGAL DAN JA RAYAR 2172075 14:43-17

TANTAL RKU < PRAN/025

KODE CARANT RARK - 08

NTR + BHNIFRARTOA

NTRH + 491 RATAHKRAGIRI

STAN - 546706

KOOE RILLING - (14ZRIAAHTIA e
N2 - (BAAA27497314000

HAtA VAT PAJAK - BT PIrA MTTRA MANDIRT el

AL AUAT VAITR PAIAK I ARD YANT PLA7A RANZBAN M).P3. AT 000, RWO
AMLAH DETIL =1 S

JMUAH SETTRAN P, 7.38.00

MATA LANG IR

TERBTLANG - TILEH RIA) TIRA RATIR LTMA RULLH RETH
ST

KETERANAN + TNECRST TNT HASTL (FTAK (YRELITFR DA TIDAK MERERLIKA

2:5:%5 |

TAGTHAN KETFRANGAN WHTNAL TAGTHAN

—

ad TOTAL 7350.0

=

JRALAH TAGTHAN
ATMTN RANK
TOTAL BAYAR

Print cut ini adalah oukii pamhavaran vana sah

Validasi Bank:

16108 1610957 ~73 1A 28/11/2075 2:45:25 Bd 7iid

CASH BON12 PAJAK/PRER/CMAT TTR 7.350.00 IR

E017 - 5012 PAJAK/EER/CIKAT TTR 7.350.00 (R

Bil L REF 6754077511281450377162 -
QSTMR CIRE TR 0.00%

FEFFFF 04142830RR5731% PERERTMAAN PAJAK

Yt





image4.png
BANK MANDIRT 3 PRA1/2075
16109 1610957

PRBAYARAN 50012 PAJAK/PNRB/Q KAT

NIER TRAHKSAKST + ATRANTZH1ZR1ANNATTIAZ
TANTAL VAKTL TRANSAKST . 281172075 2:45:75 R4

SRR DANA : CasH

PENYEDTA JASA 42 - K012 PAMK/PED/T KAT
STATUS TRAMSAKST SKSS 7

RKTI PENERTMAAMN HEGARA PEMFRTMARN PAJAK

TANGAL DAN JA RAYAR 2172075 14:43-17

TANTAL RKU < PRAN/025

KODE CARANT RARK - 08

NTR + BHNIFRARTOA

NTRH + 491 RATAHKRAGIRI

STAN - 546706

KOOE RILLING - (14ZRIAAHTIA e
N2 - (BAAA27497314000

HAtA VAT PAJAK - BT PIrA MTTRA MANDIRT el

AL AUAT VAITR PAIAK I ARD YANT PLA7A RANZBAN M).P3. AT 000, RWO
AMLAH DETIL =1 S

JMUAH SETTRAN P, 7.38.00

MATA LANG IR

TERBTLANG - TILEH RIA) TIRA RATIR LTMA RULLH RETH
ST

KETERANAN + TNECRST TNT HASTL (FTAK (YRELITFR DA TIDAK MERERLIKA

2:5:%5 |

TAGTHAN KETFRANGAN WHTNAL TAGTHAN

—

ad TOTAL 7350.0

=

JRALAH TAGTHAN
ATMTN RANK
TOTAL BAYAR

Print cut ini adalah oukii pamhavaran vana sah

Validasi Bank:

16108 1610957 ~73 1A 28/11/2075 2:45:25 Bd 7iid

CASH BON12 PAJAK/PRER/CMAT TTR 7.350.00 IR

E017 - 5012 PAJAK/EER/CIKAT TTR 7.350.00 (R

Bil L REF 6754077511281450377162 -
QSTMR CIRE TR 0.00%

FEFFFF 04142830RR5731% PERERTMAAN PAJAK

Yt
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BANK MAMDIRT
16109 110957

PRA/A5 2:46:53 |

PRVBAYARAN K012 PAJAK/PNBP/QIKAT

NIER TRANKSAKST

+ A7RH1A7511281ARATAANA

TAMTAL WAKTU TRANSAKST 2R/A1/2075 7-d6°53 Rd

SINFER DANA - oA

PENVEDTA JJASA * 517 — 50017 PAIK/RER/KAT

STATIS TRANSAKST © S

BKTT PENERTMAAN NEGARA + DENERTMAAN PAJAK

TANGRAL DAN JA RAYER < 2R/ /905 14°F0+d5

TANAL AKU - 28/11/205

KOO CARANG RANK - O

NTR " + 121308546047

NTPN + ADATRERA RAIRSE

STAN - RiGRAT

KOTE RILLING + Di1ARRAIAINALR

NP - 05AAA27AT731 400

N WAITR PAJAK < BT BiON MTTRA MAMDTRT

AUAMAT WAJTR PAJAK - \JL AHAD YANT PLA7A RANGNAN ND.RS. AT 00, P40

JMUAH DETTL B

LA SETORAN - - B 20.0M.00

MATA UANG <R

THRRILANG * 1A AILIH RTAT RBTAH

KETFRANGAN © THCRST THT HASTI (ETAK (YOS TTFR DEN TIDAK BEERIKA!
S Tagiua KETERAN WMTNAL TARTHAN aTA (A

® ToTAl 20M.00 TR

AMLAH TAGTHAN
ATMIN RANK
TOTAL BAYAR

- 20.000.00
- 0.00
s 20.000.00

Print cut ini adalah bukti namhavaran vang sah

Validasi Bank-

16109 16ING57 75 18 28/11/2025 2°45:A3 A 7114
CASH R0N12 PAJAK/RED/OLIKAT TIR 20.000.00 R
5112 - 0012 PAJAK/ANBR/GKAT TTR 70.000.00 (R
BILI REF 675516751 1281452153408

ABTMR CHARF TR 0.00

FFFFFF Q414A8AZ3NGN446 PENFRTMAAN PAJAK
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